BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : v TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah yang
tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel
perlu adanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai kaidah pengelolaan publik yang efektif, efisien,
transparan dan tanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bolaang
Mongondow Utara tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

=N

Mengingat . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822),

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
123E)Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4686);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4579);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577),

17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);?(



Menetapkan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang
menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

27 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Nomor 46),

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

UTARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

9 Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pe_mpantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim da



prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;

4. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD;

5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

BAB Il
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 3

Sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang substansinya
meliputi :

1. Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bendahara
Penerimaan;

2. Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bendahara
Penerimaan Pembantu;

3. Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bank
Pemerintah yang ditunjuk, Bank lain, Badan, Lembaga
Keuangan, dan/atau Kantor Pos;

4. Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan;

5. Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD,;

6. Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)-SKPD;

7. Sistem dan Prosedur Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA)-SKPD,;

Sistem dan Prosedur Anggaran Kas;

Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Penyediaan Dana;

0. Sistem dan Prosedur Pengajuan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP);

11. Sistem dan Prosedur Surat Perintah Membayar (SPM);

12. Sistem dan Prosedur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

13. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Uang Persediaan
(UP);

14. Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) Pengeluaran; T“

g



15. Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) Pengeluaran Pembantu;

16. Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;

17. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD); dan

18. Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan.

Pasal 4

Lampiran dari Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara
tentang sistem dan prosedur keuangan daerah ini adalah bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
Utara.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di  : Boroko
Pada tanggal : 7 APl 2010

BUPATI BO ONDOW UTARA, ]&

HAMDAN DAT&NSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 7AprL 2010

SEKRETA AERAH
KABUPATEN BO G NGONDOW UTARA

-~

Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640615 198903 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2010 NOMOR : 0



